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ABSTRAK 

 

 Lemuru merupakan ikan ekonomis penting yang menjadi hasil tangkapan andalan masyarakat nelayan 

muncar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sebagai bahan baku utama industri pengolahan ikan, yang 

umumnya adalah industri pengalengan dan penepungan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang berpotensi 

meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pemetaan rantai nilai, (2) menganalisis tata kelola dan regulasi 

yang selama ini berlaku dalam menjaga kelestarian jumlah lemuru, (3) Menganalisis elemen-elemen yang 

menjadi kekuatan pendorong dalam rantai nilai dan merumuskan strategi rantai nilai yang efektif guna mencapai 

kesejahteraan pelaku-pelaku di dalam rantai nilai. 

 Berdasarkan pemetaan rantai nilai, diketahui Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak 

berkontribusi dalam alur penjualan ikan, sehingga nelayan tidak memiliki perlindungan harga dalam menjual 

hasil tangkapannya. Dari pendapatan pakar melalui teknik analisis ISM (Interpretative Structural Modelling) 

terdapat empat elemen yang di identifikasi dalam kegiatan lemuru, yaitu : Elemen kendala dalam kegiatan 

perikanan lemuru dengan sub elemen lembaga terkait kurang optimal dalam mewujudkan solusi yang telah 

dirumuskan sebagai sub elemen kunci, Elemen kebutuhan pelaku usaha dalam kegiatan perikanan lemuru 

dengan sub elemen tata kelola, regulasi dan pengawasan, penyuluhan dan pembinaan, solusi dari peraturan yang 

ada, dan kelembagaan yang aktif merupakan sub elemen kunci. 

  Berdasarkan analisis strategi kebijakan melalui AHP (Analytic Hierarchy Process), kriteria kebijakan 

yang menjadi prioritas adalah kelesetarian lemuru dengan alternatif kebijakan yaitu law enforcement. Penerapan 

law enforcement dapat efektif apabila ditunjang kebijakan lain untuk memperkecil gap antara peraturan dengan 

pelanggaran. Kebijakan alternatif tersebut dapat dikelola secara bertahap dan sinergis, dimulai dari koordinasi 

stakeholder dalam rangka penguatan modal dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro, penerapan open 

season dan close season, pengalihan wilayah tangkap untuk nelayan dan diversifikasi bahan baku untuk industri,  

mengembangkan potensi wisata pelabuhan untuk menyerap angkatan kerja selama kebijakan tersebut 

direncanakan, dan didukung dengan pembaharuan data pengukuran bioeconomic.  

 

Kata Kunci : Rantai Nilai, Tata Kelola dan Regulasi, AHP, ISM 

 

PENDAHULUAN 

Lemuru (Sardinella Lemuru) merupakan 

jenis ikan yang spesifik dan hanya satu-satunya di 

Indonesia, habitat lemuru hanya dapat ditemukan di 

perairan Selat Bali. Peneliti sumberdaya perikanan 

mengungkapkan bahwa keberadaan Lemuru di Selat 

Bali tidak lepas dari jenis perairan yang kaya akan 

bahan makanan yang dibutuhkan oleh lemuru 

tersebut. Pada Tahun 1975-2007 lemuru yang 

berada di Selat Bali memiliki keunikan yaitu 

produksinya dapat mencapai rata-rata hampir 80% 

dari total produksi (Setyohadi Et al, 2009. 

Penangkapan lemuru cukup berhasil untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Muncar 

pada saar itu, tetapi lambat laun hasil tangkapan 

lemuru menurun tajam akibat penangkapan yang 

berlebihan (over fishing). Menurut Setyohadi et al 

(2007) tingkat pengusahaan lemuru di selat bali 

mencapai 233,4% sehingga status pengusahaannya 

sudah deplesi (depleted), berdasarkan pendekatan 

kelestariannya/MSY (Maximum Sustainable Yield) 

dan berdasarkan tingkat Ekonomi/MEY (Maximum 

Economic Yield) tingkat pengusahaannya berturut-

turut sebesar 147,9%, 267%, 167% sehingga status 

pengusahaannya sudah over exploited dan depleted, 

sedangkan berdasarkan kaidah sosial diperoleh 

tingkat pengusahaan sebesar 83,5% yang 

menunjukan perikanan pada kondisi tereksploitasi 

penuh.  

Jumlah tangkapan lemuru yang semakin 

menurun jumlahnya menyebabkan kerugian bagi 

nelayan karena hasil penjualan lemuru tidak 

sebanding dengan biaya operasional yang telah 

dikeluarkan, oleh karena itu nelayan tidak memiliki 

cukup biaya operasional untuk melanjutkan 

penangkapannya. Berdasarkan data HNSI 

(Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, 2014) dari 

170 armada purse seine yang ada hanya 79 armada 

yang mampu beroperasi. Demikian pula yang terjadi 

pada industri pengalengan ikan, pada tahun 2014 

terdapat 59 perusahaan yang tidak dapat beroperasi 

dari 145 perusahaan yang terdata pada tahun 2007. 

Hal disebabkan karena perusahaan kesulitan 

mendapatkan bahan baku dan biaya produksi yang 

cukup besar apabila perusahaan mengimpor bahan 
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baku lemuru dari negara lain. (Lembaga Pengelola 

Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas, 2014 

dan Kedeputian Bidang Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan, 2007). 

 

Berdasarkan faktor kritis kelestarian lemuru, 

keberlanjutan kegiatan perikanan lemuru di sinyalir 

akan terancam secara kelestarian dan 

pemanfaatannya, sehingga akan berdampak pada 

menurunnya tingkat ekonomi masyarakat pesisir 

pantai Muncar 

Oleh sebab itu diperlukan langkah strategi 

untuk melakukan pembaharuan atau peningkatan 

dalam merumuskan suatu konsep kebijakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Pendekatan 

yang tepat dalam mendalami permasalahan tersebut 

adalah pendekatan rantai nilai, dimana rantai nilai 

memiliki konsep mengkaji secara mendalam 

hubungan dan integrasi kegiatan yang ada dalam 

suatu usaha untuk mengukur efektifitas sejauh mana 

keberlangsungan usaha dapat dilaksanakan secara 

optimal dan bersinergi dengan pelaku yang terlibat, 

regulasi dan tata kelola yang telah di sepakati 

. 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Ranacangan penelitian ini adalah 

pengamatan langsung, wawancara pakar dan 

penyebaran kuesioner. 

 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan 

sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan 

non probabillity sampling, yaitu snowball sampling 

dan purposive sampling. Snowball samping 

digunakan untuk mengidentifikasi anggota rantai 

nilai di kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. 

purposive samping diambil berdasarkan beberapa 

kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Pakar 

berperan penting dalam memberikan penilaian 

terhadap permasalahan yang ada. Pakar yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat 

orang, yaitu : Ketua Himpunan Nelayan Seluruh 

Indonesia (HNSI), Tokoh Nelayan, Ketua 

Kelompok Nelayan Purse Seine, Kepala UPT 

Pelabuhan Perikanan Muncar. Kemudian diambil 

lagi dua orang pakar untuk pengolahan data AHP 

yaitu Kepala Departemen Perikanan dan Kelautan 

Banyuwangi dan Akademisi dan Peneliti Universitas 

17 Agustus Banyuwangi. 

 

Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan 

penelitian dalam penelitian ini digunakan instrumen 

kuesioner untuk memperoleh data  untuk 

menentukan driver power dan struktur hirarki dalam 

teknik interpretative structural 

modellingdanrekomendasi kebijakan pada teknik 

analisis Analytic Hierarchy Process(AHP). 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

1. Observasi dilaksanakan dengan pengamatan 

langsung pada objek penelitian untuk 

mengidentifikasi komoditas olahan ikan yang 

paling unggul di Pelabuhan Perikanan Pantai, 

Muncar. 

2. Wawancara dilaksanakan dengan pihak – 

pihak yang berkepentingan dalam rantai nilai, 

yaitu : Departemen Perikanan dan Kelautan, 

Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, 

kelompok nelayan dan pihak manajemen 

industri pengalengan ikan. 

3. Data diperoleh dari sumber ahli terpercaya 

yang terkait dengan penelitian, yaitu :  Kepala 

Departemen Perikanan dan Kelautan, Kepala 

Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, 

kelompok nelayan dan pihak manajemen 

industri pengolahan ikan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemetaan Rantain Nilai 

Analisis pemetaan rantai nilai merupakan 

gambaran atas keseluruhan yang terjadi pada 

kegiatan perikanan lemuru di Muncar, Banyuwangi. 

pada penelitian pemetaan rantai nilai bertujuan 

untuk mengungkap hambatan dan mengggali 

dimensi-dimensi yang dapat digunakan sebagai 

tolak ukur dan dasar untuk 

melanjutkan analisis berikutnya. Temuan 

dilapangan mengenai kendala yang terjadi pada 

aktivitas perikanan lemuru dijelaskan pada matrik 

yang tersaji pada gambar 1. 
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Tabel 1. Analisis Ragulasi dan Tata Kelola 

Rantai Nilai 

Gambar 1. Matriks Kendala Rantai Nilai Hasil 

Tangkapan Lemuru  

Analisis Struktur Elemen-Elemen yang Terkait 

di Dalam Rantai Nilai 

Interpretative structural modelling (ISM) 

merupakan suatu teknik permodelan untuk 

mengidentifikasi elemen-elemen yang kompleks di 

dalam rantai nilai, elemen-elemen tersebut 

merupakan suatu kesatuan di dalam rantai nilai 

yang memiliki pengaruh kuat terhadap mekanisme 

rantai nilai hasil tangkapan lemuru untuk bahan 

baku industri pengolahan ikan. Berdasarkan hasil 

analisis pakar, diperoleh empat elemen sistem yaitu  

1. Elemen kendala dalam kegiatan perikanan 

lemuru 

2. Elemen kebutuhan pelaku usaha dalam 

kegiatan perikanan lemuru 

3. Elemen masyarakat yang terpengaruh di 

dalam rantai nilai 

4. Elemen lembaga yang terlibat di dalam rantai 

nilai. 

Dari keempat elemen tersebut masing-

masing elemen dikaji dan diuraikan lagi menjadi 

sejumlah elemen berdasarkan pendapat para pakar, 

kemudian dilanjutan dengan penilaian hubungan 

konspetual antara sub elemen pada setiap elemen di 

dalam rantai nilai. Hasil dari kajian ini adalah 

model struktural rantai nilai hasil tangkapan lemuru 

untuk bahan baku industri pengolahan ikan yang 

berupa hirarki sub elemen dengan sub elemen 

lainnya dan klasifikasi sub elemen berdasarkan 

karakteristik yang dinyatakan dengan daya dorong 

(driver power) dan kebergantungan (dependent), 

serta identifikasi elemen kunci dalam analisis rantai 

nilai hasil tangkapan lemuru untuk bahan baku 

industri pengolahan ikan.  

Hubungan konspetual antara sub elemen 

pada setiap elemen adalah sebagai berikut : 

1. Elemen kendala  dalam kegiatan dalam 

kegiatan lemuru, hubungan konseptualnya 

adalah sub elemen yang satu berdampak 

terhadap elemen lainnya.   

2. Elemen kebutuhan pelaku usaha di dalam 

rantai nilai, hubungan konseptualnya adalah 

sub elemen yang satu mempengaruhi 

keberlangsungan elemen lainnya. 

3. Elemen masyarakat yang terpengaruh di 

dalam rantai nilai, hubungan konseptualnya 

adalah sub elemen yang satu memiliki 

ketergantungan dengan elemen lainnya. 

4. Elemen kelembagaan hubungan 

konseptualnya adalah sub elemen yang satu 

mendorong sub elemen lainnya 
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Elemen Kendala 

Berdasarkan hasil diskusi dengan para 

pakar, elemen kendala dalam kegiatan perikanan 

lemuru dapat diuraikan menjadi 7 elemen. Sub 

elemen yang terdapat pada elemen kendala dalam 

kegiatan perikanan lemuru adalah : 

1. Hasil tangkapan lemuru dari nelayan tidak 

mencukupi kebutuhan bahan baku industri 

pengolahan ikan. 

2. Kelestarian lemuru terindikasi terancam 

akibat over fishing. 

3. Lemahnya penerapan dan pengawasan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia N0 42/PERMEN-

KP/2014 Pasal 22 ayat 3a tentang ukuran 

mata jaring alat tangkap purse seine. 

4. Kurangnya minat nelayan untuk melakukan 

operasi penangkapan di luar wilayah Selat 

Bali. 

5. Kebutuhan lapangan kerja yang meningkat 

untuk anak buah kapal karena hanya sedikit 

kapal yang beroperasi.   

6. Tidal aktifnya koperasi nelayan menyebabkan 

nelayan tidak memiliki lembaga yang dapat 

memberikan bantuan pinjaman modal usaha. 

Lembaga-lembaga yang terkait kurang 

optimal dalam mewujudkan solusi yang telah 

dirumuskan 

 

Hasil penilaian para pakar terhadap 

hubungan konseptual antar sub elemen kendala ini 

menghasilkan matrik SSIM (Self Struktural 

Interpretative Structural Matrix) sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Matrik SSIM Elemen Kendala 

 

Elemen Kebutuhan Pelaku di Dalam Rantai Nilai 
 1 2 3 4 5 6 7 

1  A A A V O O 

2   A X V O A 

3    X V O A 

4     X O A 

5      O O 

6       O 

7        

Ket :  V jika eij = 1 dan eji = 0 

 A jika eij = 0 dan eji = 1 

 X jika eij = 1 dan eji = 1 

 O jika eij = 1 dan eji = 1 
Kemudian hasil penilaian diatas dikonversi menjadi 

matrik reachabilty (RM) sehingga diperoleh matrik 

RM sebagai berikut : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Matrik RM akhir dan Interpertasi Elemen 

Kendala  

 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 0 0 1 0 0 0 

2 1 1 0 1 1 0 0 

3 1 1 1 1 1 0 0 

4 1 1 1 1 1 0 0 

5 0 0 0 1 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 1 0 

7 0 1 1 1 0 0 1 

 

Matrik RM diatas belum memenuhi aturan  

transivity, oleh karena itu perlu Selanjutnya 

dilanjutkan pemeriksaan matrik RM agar 

memenuhi aturan transivity,  matrik RM akhir yang 

sudah memenuhi aturan transivity dan 

interpertasinya tersaji dalam tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4. Matrik RM Akhir Elemen Kendala 

 1 2 3 4 5 6 7 DP R 

1 1 0 1 1 1 0 0 4 2 

2 1 1 0 1 1 0 0 4 2 

3 1 1 1 1 1 0 0 5 1 

4 1 1 1 1 1 0 0 5 1 

5 0 0 0 1 1 0 0 2 3 

6 0 0 0 1 0 1 0 2 3 

7 0 1 1 1 1 0 1 5 1 

D 4 4 4 7 6 1 1   

R 3 3 3 1 2 4 4   
 

Dari hasil interpertasi matrik RM akhir diatas maka 

dapat disusun suatu hirarki keterhubungan antara 

sub elemen kendala dalam kegiatan perikanan 

lemuru yang disajikan pada gambar 2 berikut ini. 

 
Gambar 2. Struktur hirarki Antar Sub 

Elemen Kendala  
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Pada gambar 12 dapat diketahui bahwa sub elemen 

(1) hasil tangkapan lemuru dari nelayan tidak 

mencukupi kebutuhan bahan baku industri 

pengolahan, (3) penerapan dan pengawasan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia N0 42/PERMEN-KP/2014 

Pasal 22 ayat 3a tentang ukuran mata jaring alat 

tangkap purse seine dan (7) lembaga-lembaga yang 

terkait kurang optimal dalam mewujudkan solusi 

yang telah dirumuskan. mempunyai daya gerak 

yang besar untuk mempengaruhi sub elemen 

kendala lainnya. Jika dilihat pada matrik DP-D 

pada tabel 4, sub elemen 1 dan 3 walaupun 

memiliki kekuatan penggerak yang besar tetapi 

juga memiliki ketergantungan yang besar pula 

terhadap sub elemen lainnya sehingga kedua 

elemen tersebut penting untuk diperhatikan karena 

setiap treatment yang dilakukan pada sub elemen 1 

dan 3 akan berdampak besar pada sub elemen 

lainnya. Sedangkan sub elemen 7 memiliki 

ketergantungan yang lemah terhadap sub elemen 

lainnya, oleh karena itu sub elemen 7 merupakan 

prioritas kendala yang penting untuk diselesaikan 

Gambar 3, menunjukan posisi setiap sub 

elemen dalam elemen kendala dalam pengusahaan 

perikanan lemuru, posisi sub elemen tersebut 

adalah sebagai berikut : Sub elemen (7) lembaga-

lembaga yang terkait kurang optimal dalam 

mewujudkan solusi yang telah dirumuskan masuk 

kedalam sektor IV (Independent). Sub elemen ini 

merupakan kekuatan penggerak dalam kendala 

pengusahaan perikanan lemuru tetapi mempunyai 

hubungan tidak langsung terhadap rantai nilai hasil 

tangkapan lemuru untuk bahan baku (strong driver-

weak dependent variables). Sementara itu, sebagian 

besar sub elemen (1,2,3,4) masuk dalam sektor III 

(Lingkage), yang berarti sub elemen ini harus dikaji 

secara hati-hati karena hubungan antara sub elemen 

tidak stabil. Setiap tindakan pada sub elemen akan 

memberikan dampak terhadap sub elemen lainnya 

dan pengaruh umpan baliknya akan memperbesar 

dampak. Sektor II (Dependent) ditempati oleh sub 

elemen (5) kebutuhan lapangan kerja yang 

meningkat untuk anak buah kapal (ABK) karena 

hanya sedikit kapal yang beroperasi, artinya sub 

elemen ini merupakan sub elemen yang tidak bebas. 

Sedangkan sub elemen (6) Tidak aktifnya koperasi 

nelayan menyebabkan nelayan tidak memiliki 

lembaga yang dapat memberikan bantuan pinjaman 

modal usaha masuk kedalam sektor I (Autonomus). 

Sub elemen pada sektor ini umumnya tidak 

berkaitan atau memiliki sedikit hubungan dengan 

sistem 

 

 
Ket : I = Autonomos, II = Dependent, III = Lingkage,  

IV = Independent 

 

Gambar 3. Matrik Driver Power-Dependence 

Elemen Kendala  

 

Elemen Kebutuhan Pelaku Usaha di Dalam 

Kegiatan Perikanan Lemuru 

 

Berdasarkan hasil analisis ISM pada tabel 

19,  sub elemen (2) Tata kelola, regulasi dan 

pengawasan, (3) Penyuluhan dan Pembinaan (4) 

Solusi dari peraturan yang ada dan (5) 

Kelembagaan yang aktif merupakan sub elemen 

kunci dari elemen kebutuhan pelaku usaha dalam 

kegiatan perikanan lemuru, berdasarkan nilai driver 

power (penggerak) yang tinggi dan dependent 

(ketergantungan) yang tinggi pula  ke empat sub 

elemen tersebut  masuk ke sektor  III (linkage). Sub 

elemen pada sektor ini memiliki hubungan yang 

erat dengan sub-sub elemen lainnya, sehingga 

strategi pemenuhan kebutuhan pelaku usaha dalam 

kegiatan lemuru perlu mempertimbangkan sub 

elemen lain dalam perumusannya. hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilaksanakan Joesidawati et 

al  (2004). Dari hasil penelitian tersebut diketahui 

bahwa masyarakat muncar membutuhkan alternatif 

pengelolaan, peran aktif pengelola perikanan 

lemuru, penyempurnaan regulasi dan penerapan 

MCS (Monitoring), Controlling (MSC), dan 

Pengawasan (Surveillance) dalam  kegiatan 

perikanan lemuru.  

Sektor dependent di isi oleh sub elemen (1) 

Ketersediaan lemuru sebagai bahan baku, (6) 

ketersediaan modal,  (7) penerapan teknologi. Pada 

sektor ini sub elemen memiliki tingkat 

kebergantungan yang tinggi terhadap sistem, ke 

tiga sektor ini memerlukan perhatian dan intervensi 

dari pemerintah dalam pemenuhannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muncar, 

Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Muncar dan 

mengacu pada hasil musyawarah bersama lembaga 

pengelola perikanan berbasis komoditas (LPSBK), 

terdapat beberapa alternatif  kebijakan yang 
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mewakili keseluruh elemen kebutuhan pelaku 

dalam kegiatan perikanan lemuru, yaitu : 

1. Penerapan open season dan close season pada 

penangkapan  lemuru. 

2. Melarang penangkapan lemuru berukuran 

kurang dari 8 cm. 

3. Perusahaan pengolahan ikan di larang 

membeli lemuru kurang dari 8 cm. 

4. Pengalihan fishing ground ke wilayah ZEE 

(Zona Ekonomi Eksklusif). 

5. Pengadaan armada percontohan untuk 

beroperasi ke wilayah ZEE oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan melalui Departemen 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Banyuwangi. 

6. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan 

tenntang tata cara penangkapan dan teknologi 

yang dibutuhkan untuk beroperasi di area ZEE 

dari Departemen Kelautan. 

7. Revitalisasi sarana pelabuhan agar memiliki 

kompetensi wisata 

8. LPSBK menjadi lembaga yang aktif dalam 

membangun usaha perikanan yang kuat dan 

bertanggung jawab.  

9. Perlu adanya lembaga PERBANKAN nelayan 

yang efektif. 

 

 

Tabel 5. Hasil Analisis ISM Elemen Kebutuhan  

No Sub 
elemen 

DP D R Sektor 

1 Ketersediaanlem

urusebagaibahan

baku 

2 6 3 II 

2 Tata kelola, 
regulasi dan 
pengawasan 

7 4 1 III 

3 Penyuluhandanp

embinaan 
7 4 1 III 

4 Solusidariperatu

ran yang ada 
7 4 1 III 

5 Kelembagaan 
yang aktif 

7 4 1 II1 

6 Ketersediaan 

modal 
2 7 3 I1 

7 Penerapanteknol

ogi 

 

3 6 2 I1 

 

Elemen Masyarakat yang Terpengaruh 

Berdasarkan hasil analisa ISM elemen 

masyarakat yang terpengaruh, diketahui sebagian 

besar sub elemen masuk ke dalam sektor III. Sub 

elemen yang berdaya gerak besar dalam elemen ini 

adalah sub elemen (1) nelayan pemilik kapal dan 

(2) nelayan ABK, kedua elemen ini masuk ke 

dalam sektor III (linkage). Walaupun sub elemen 

tersebut memiliki daya gerak yang besar, tetapi 

juga memiliki ketergantungan yang besar terhadap 

sub elemen lainnya. Oleh karena itu sub elemen 

pada sektor ini harus ditangani secara serius. 

Sub elemen (7) Pedagang kecil/eceran 

memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sub 

elemen lain (dependent). Pada umumnya pedagang 

kecil bergantung pada nelayan dalam memasok 

ikan untuk di jual kembali. Oleh karena itu 

produktifitas nelayan sangat berkaitan erat dengan 

kelangsungan usaha pedagang kecil. Sehingga 

kebijakan yang tepat sasaran bagi nelayan, maka 

akan berdampak positif pula bagi kelangsungan 

usahapedagang kecil/eceran 

 

Tabel 6. Hasil Analisis ISM Elemen Masyarakat 

yang Terpengaruh 

 
Elemen Kelembagaan 

Sub elemen yang berada pada sektor 

independent adalah sub elemen kunci pada struktur 

hirarki elemen kelembagaan, sub elemen tersebut 

adalah : (1) DKP dan (2) UPT Pelabuhan Perikanan 

Muncar. Kedua sub elemen tersebut memiliki 

faktor penggerak tinggi dan memiliki 

ketergantungan yang rendah terhadap sub elemen 

lainnya. Oleh karena itu kedua sub elemen ini 

merupakan elemen kunci yang memiliki tanggung 

jawab dalam menaungi sub elemen lainnya.  

Sedangkan sub elemen (8) Syahbandar dan 

(9) POLAIR walaupun memiliki nilai penggerak 

yang besar dan ketergantungan yang randah, masuk 

ke dalam sektor III yang posisinya berdekatan 

dengan sektor IV, yang artinya walaupun kedua 

lembaga tersebut memiliki kebijakan dan tata 

aturan tersendiri tetapi kedua sub elemen tersebut 

masih memiliki ketergantungan kepada DKP dan 

UPT Pelabuhan Perikanan khususnya mengenai 

informasi dan data peraturan dan perundang-

undangan perikanan yang berlaku.  Sub elemen 

pada sektor linkage yang lain adalah kelompok 

nelayan, HNSI, LPSBK, APPI dan lembaga 

peneliti, sub elemen tersebut membutuhkan 

dukungan dari DKP dan UPT Pelabuhan Muncar 

dalam melaksanakan tata cara dan aktivitas 

organisasinya. 
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Hubungan Antara Kriteria Kebijakan dengan 

Sasaran (Goal) 

Kriteria kebijakan yang dianggap paling 

penting dalam rantai nilai adalah kelembagaan 
dengan bobot 0,472. Kelembagaan begitu penting 

karena arah kebijakan yang dibuat akan di 
koordinasikan oleh lembaga-lembaga yang terkait. 

Oleh karena itu kebutuhan untuk kelembagaan 

yang kuat sangat diperlukan dalam rantai nilai hasil 

tangkapan lemuru untuk industri pengolahan ikan .   
koordinasikan oleh lembaga-lembaga yang 

terkait. Oleh karena itu kebutuhan untuk 

kelembagaan yang kuat sangat diperlukan dalam 

rantai nilai hasil tangkapan lemuru untuk industri 

pengolahan ikan .   
Tabel. 8  Hubungan Kriteria Kebijakan 

Dengan Goal 

Kriteria Strategi Rantai Nilai  

Kelestarian lemuru 0,504 

Keberlangsungan usaha  0,086 

Lapangan kerja 0,059 

Ketersediaan modal 0,191 

Kelembagaan 0,160 

Strategi Kebijakan Rantai Nilai Hasil 

Tangkapan Lemuru Untuk Bahan Baku 

Industri Pengolahan Ikan  

 

Berdasarkan kajian mendalam dengan para pakar 

maka diperoleh struktur hierarki strategi Kebijakan 

Rantai Nilai Hasil Tangkapan Lemuru Untuk 

Industri Pengolahan Ikan. Struktur hirarki Strategi 

kebijakan terdiri dari tiga level, level pertama 

adalah fokus (goal), level kedua adalah kriteria 

kebijakan dan yang ketiga adalah alternatif 

kebijakan. 

 
 

Gambar 4. Struktur Hirarki AHP 

 

Hubungan Antara Alternatif Kebijakan dengan 

Kriteria Kebijakan 

Tabel 9, menunjukan hubungan antara 

alternatif kebijakan dengan kriteria kebijakan. Pada 

kriteria kebijakan kelestarian lemuru law 

enforcement (penegakan hukum) merupakan 

alternatif kebijakan yang paling mempengaruhi, 

dengan bobot 0,692. Law enforcement merupakan 

hal penting yang perlu diterapkan untuk 

mewujudkan perikanan yang 

berkelanjutan.Menurut penelitian yang 

dilaksanakan Kementerian PPN/BAPPENAS 

(Tanpa Tahun), rendahnya law eforcement akan 

mengakibatkan perairan laut di suatu daerah akan 

mengalami tahap over exploitation, yang 

mengakibatkan nelayan-nelayan mengalami 

kemiskinan karena sulitnya mendapatkan 

tangkapan. 

Upgrading merupakan alternatif kebijakan 

yang paling mempengaruhi pada kriteria kebijakan 

keberlangsungan usaha, dengan bobot 0,563. 

Menurut hasil wawancara dengan pakar, terdapat 

beberapa opsi upgrading dalam bidang 

penangkapan yang berkelanjutan, yaitu penerapan 

open season dan close season pada penangkapan  

lemuru dan pengalihan fishing ground ke wilayah 

ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). 
Pada kriteria kebijakan lapangan kerja, 

alternatif kebijakan upgrading merupakan yang 

paling berpengaruh dengan bobot 0,519. Pengadaan 

lapangan kerja begitu penting direncanakan untuk 

mencegah kemiskinan struktural pada kalangan 

nelayan buruh/Anak Buah Kapal (ABK). 

Pamungkas (2013) Dalam hasil penelitian yang 

berjudul Impilkasi Ekonomi dan Sosial Masyrakat 

pesisir Atas Turunnya Hasil Tangkapan Lemuru. 

Menyatakan, nelayan pendega (ABK) tidak 

memiliki alternatif kegiatan produktif lainnya 

akibat penurunan hasil tangkapan lemuru, sehingga 

nelayan pendega lebih memilih untuk menjual 

barang-barang rumah tangganya dan melakukan 

pinjaman kepada juragannya yang justru semakin 

mengikat dan menghimpit nelayan pendega pada 
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kemiskinan. Melihat hal tersebut Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Muncar, Zainul Hasan A.pi, 

berencana untuk menciptakan alternatif lapangan 

kerja dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan. 

Menurut Zainul Hasan pelabuhan Muncar memiliki 

potensi wisata yang baik, diantaranya : kondisi 

perairan yang masih baik untuk 

olahragamenyelamsport fishing dan memanfaatkan 

dermaga pelabuhan sebagai tempat wisata keluarga. 

Untuk mewujudkan hal tersebut Pelabuhan 

Perikanan Muncar saat ini sedang dalam tahap 

perbaikan infrastruktur, selain itu diperlukan kerja 

sama dengan lembaga-lembaga terkait lain untuk 

menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkompeten di industri wisata yang sedang 

direncanakan.Pada kriteria kebijakan ketersediaan 

modal, alternatif kebijakan yang paling 

mempengaruhi adalah koordinasi stakeholder 

dengan bobot 0,415. Pemerintah pusat melalui 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyediakan 

alternatif untuk membantu pembiayaan modal 

nelayan yang accountable, yaitu dengan program 

lembaga keuangan mikro Nelayan Berdasarkan alur 

tata cara pendirian dan pengesahan Lembaga 

Keuangan Mikro, untuk mewujudkan ketersediaan 

modal bagi pelaku-pelaku usaha mikro (khususnya 

nelayan) seluruh pihak yang terkait harus 

berkoordinasi untuk menentukan siapa saja yang 

berwenang menjadi anggota dalam membuat 

rencana, tujuan dan seluruh persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam pengajuan pendirian LKM. 

Pada kriteria kebijakan kelembagaan, 

alternatif kebijakan yang paling berpengaruh 

adalah koordinasi stakeholder dengan bobot 0,525. 

Lembaga-lembaga di muncar memiliki wadah yang 

disebut LPSBK (Lembaga Pengelola Sumber Daya 

Perikanan Berbasis Komunitas) merupakan suatu 

lembaga non Pemerintah di Muncar, dengan 

anggota yang terdiri dari : kelompok nelayan, DPD 

HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), 

Asosiasi Pengalengan dan Penepungan Ikan 

(APPI), Asosiasi Cold Storge). LPSBK merupakan 

lembaga yang dibangun untuk menjalin keeratan 

antar lembaga dan bekerja sama untuk mewujudkan 

perikanan yang berkesinambungan dan 

berkelanjutan di daerah Muncar, oleh karena itu 

peran lembaga ini sangat penting dalam perikanan 

lemuru. Sedangkan lembaga pemerintah yang 

terkait terdiri dari Departemen Kelautan dan 

Perikanan, UPT Pelabuhan Perikanan, Syahbandar 

dan Polisi Perairan.         
 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian “Analisis 

Rantai Nilai Hasil Tangkapan Lemuru Sebagai 

Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan” dapat 

diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Analisis pemetaan rantai nilai menunjukan 

adanya ketidakaktifan pengelola Tempat 

Pelelangan Ikan dalam penentuan harga, 

sehingga hasil tangkapan dari nelayan tidak 

memiliki perlindungan harga dan tidak 

efektifnya pendataan jumlah hasil tangkapan 

nelayan yang didaratkan. 

2. Analisis tata kelola dan regulasi menunjukan 

adanya gap antara pemberlakuan PERMEN 

Kelautan dan Perikanan No.42/PERMEN-

KP/2014 tentang ukuran mata jaring purse 

seine yang diperbolehkan. Pelanggaran yang 

dilakukan oleh nelayan terjadi karena 

peraturan yang berlaku tidak sesuai dengan 

fakta yang ada di lapangan serta tidak adanya 

alternatif kawasan tangkap lain apabila 

peraturan tersebut diterapkan.  

3. Analisis ISM (Interpretative Structural 

Modelling) menunjukan terdapat empat 

elemen yang berpengaruh pada rantai nilai 

kegiatan perikanan lemuru di Muncar, yaitu : 

Elemen kendala dalam kegiatan perikanan 

lemuru dengan sub elemen lembaga terkait 

kurang optimal dalam mewujudkan solusi 

yang telah dirumuskan sebagai sub elemen 

kunci, Elemen kebutuhan pelaku usaha dalam 

kegiatan perikanan lemuru dengan sub elemen 

tata kelola, regulasi dan pengawasan, 

penyuluhan dan pembinaan, solusi dari 

peraturan yang ada, dan kelembagaan yang 

aktif merupakan sub elemen kunci, Elemen 

masyarakat yang terpengaruh dengan sub 

elemen nelayan pemilik kapal dan nelayan 

ABK sebagai sub elemen kunci dan sub 

elemen kelembagaan dengan Dinas Kelautan 

dan Perikan dan UPT Pelabuhan Perikanan 

Muncar sebagai elemen kunci. 

4. Berdasarkan analisis kebijakan AHP (Analytic 

Hierarchy Process) kriteria kebijakan yang 

menjadi prioritas adalah kelesetarian lemuru 

dengan alternatif kebijakan yaitu law 

enforcement. Penerapan law enforcement 

dapat efektif apabila ditunjang kebijakan lain 

untuk memperkecil gap antara peraturan 

dengan pelanggaran yang terjadi. Kebijakan 

alternatif tersebut dapat dikelola secara 

bertahap dan sinergis, dimulai dari koordinasi 

stakeholder dalam rangka penguatan modal 

dengan mendirikan Lembaga Keuangan 

Mikro Nelayan, penerapan open season dan 

close season, pengalihan wilayah tangkap 

untuk nelayan dan diversifikasi bahan baku 

untuk industri,  mengembangkan potensi 

wisata pelabuhan untuk menyerap angkatan 

kerja selama kebijakan tersebut direncanakan, 

dan didukung dengan pembaharuan data 

pengukuran bioeconomic. 

5. Koordinasi dan komitmen dari lembaga 

Pemerintah maupun non pemerintah serta 

pelaku-pelaku perikanan, penting untuk 

dilakukan dalam mewujudkan strategi 

kebijakan yang akan dilaksanakan. 
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